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BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Landasan Konseptual
1. Pengertian Persepsi Masyarakat
a. Pengertian persepsi
Pengertian presepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan,
penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal
mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya
memahami.’® Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk
membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada
dilingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk
mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.'’ Persepsi merupakan
suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan
proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat
reseptornya. Untuk lebih memahami persepsi berikut adalah beberapa
definisi persepsi menurut pakar psikologi antara lain sebagai berikut:
Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi
ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan
massa) maupun segi intern ( kesehatan fisik perorangan, semangat,

emosi).

'® Pitus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: 2001,
Arkola), hal. 591
7 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi, (Jakarta: 1976, Bulan Bintang), hal. 39
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Psikologi  sosial juga dapat menjelaskan bagaimana
kepemimpinan tidak resmi dapat menentukan keputusan dalam
kebijaksanaan politik dan kenegaraan, bgaimana sikap (atitude) dan
harapan (expectation) masyarakat dapat melahiran tindakan-tindakan
serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial
(conformity), bagaimana motivasi kerja dapat ditinggkatkan sehingga
memperbayak produksi kerja melalui penanaman penghargaan
terhadap waktu dan usaha. Betapa nilai-nilai budaya yang bertahun-
tahun lamanya diterima masyarakat dapat melahirkan tingkah laku
politik yang relatif stabil. Psikologi sosial juga dapat menerangkan
sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru,
asing atau yang bertentangan dengan konsensus masyarakat mengenai
suatu gejala sosial tertentu.'®

Menurut pendapat Kartini kartono, persepsi adalah pengamatan
secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya
belum terbedakan satu dari lainya (baru ada proses yang memiliki
tanggapan).*

Sedangkan menurut Bimo  Walgito, persepsi adalah
pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang diterima
oleh organism atau individu sehingga merupakan aktivitas yang

integrated dalam diri.?

' Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2008), hal. 24

19 Kartini Kartono, Psikologi Umum, Alumni bandung, 1984, hal. 77

2 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Andi Offsed, Yogyakarta, 1994, hal. 53
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Persepsi adalah sekumpulan tindakan mental yang mengatur
impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna.”* Kemampuan
persepsi adalah sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada
masa yang sangat dini. Meskipun kebanyakan kemampuan persepsi
bersifat bawaan, pengalaman juga memaikan peranan penting.
Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam
syaraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalur
sayraf yang layak. Secara keseluruhan, kemampuan persepsi Kita
ditanamkan dan tergantung pada pengalaman.?

a. Proses terjadinya persepsi

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses
fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa
obyek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera
atau reseptor. Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh
indera yang diteruskan oleh oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan
proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu

menyadari stimulus yang diterima.?®

b. Faktor yang mempengaruhi persepsi
(1) Diri yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat dan
berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat.
Karakteristik individu yang turut berpengaruh antara lain

sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan harapan.

21 Carol wade dan Carol Travis, Psikologi, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, hal. 193
%2 Ibid, hal. 226-228
2 Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, (Jakarta: 2004, EGC), hal. 94
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(2) Sasaran persepsi yang mungkin berupa orang, benda atau
peristiwa. Sasaran ini berpengaruh antara persepsi.

(3) Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang
artinya bahwa dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu
mendapatkan perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut
berperan dalam menumbuhkan persepsi.*

Sementara David Krech dan Richard, menyebutkan sebagai
faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional dan faktor
personal.

(1) Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan,
pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita
sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor personal yang
menentukan persepsi adalah objek-objek yang memenuhi
tujuan individu yang melakukan persepsi.

(2) Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal semata-mata dari
sifat. Stimulus fisik efek-efek saraf yang ditimbulkan pada
system saraf individu.

(3) Faktor-faktor situasional, Faktor ini banyak berkaitan dengan
bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk Kinesik,
petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari

faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.

4 p. Siagian Sondang, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta, 1995. Rineka Cipta).
Hal. 101-105
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(4) Faktor personal. Faktor personal ini terdiri atas pengalaman,

motivasi dan kepribadian.?

Dengan demikian dari beberapa konsep persepsi diatas dapat
dismpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan
proses penafsiran seorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh
berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan
terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam

menentukan pilihan hidupnya.

c. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah maklhuk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup
bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan.
Kata masyarakat berasal dari bahasa arab ‘syaraka’ yang artinya ikut
serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah
‘society’ yang berasal dari kata ‘socius’ yang artinya kawan.

Aristoteles mengemukakan bahwa manusia ini adalah ‘zoon
politicon’ yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup
bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersama lebih suka
daripada hidup tersendiri.?® Menurut kamus besar Bahasa Indonesia,
masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal

dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan

% Jalaludin rakhmat, Psikologi Komunikasi. (Bandung : 2000, PT. Remaja Rosdakarya),
hal, 52-58

% |ukman Surya Saputra, Pendidikan Kwarganegaraan, (Bandung: 2007, Setia Purna
Inves), hal 11
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menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara
anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar
kelompoknya,

Sedangkan menurut Hasan Sadhily, masyarakat adalah golongan
besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena
sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu
sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan
sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat
bukanya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja,
diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.*’

Masayarakat merupakan satu kesatuan yang selalu berubah karena
proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Dalam zaman
biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman,
disebabkan oleh karena pengorbanan sebagian kemerdekaan dari
anggota-anggotanya, baik dengan paksa maupun sukarela.
Pengorbanan disini dimaksudkan menahan nafsu atau kehendak
sewenag-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan
bersama. Dengan paksa berarti tunduk kepada hokum-hukum yang
telah ditetapkan (Negara, perkumpulan dan sebagainya) dengan
sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan
persaudaraan dalam kehidupan bersama itu (desa berdasarkan adat dan

sebagainya).

%" Hassan Shadily, Sosiologi untuk masyarakat Indonesia, (Jakarta: 1984, Bina Aksara),
hal, 47
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Bersasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi
masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang
hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan
pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang
terjadi dilingkungannya.

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat
yaitu?® :

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan
mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu
sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi
individu itu.

2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang
diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak
dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan
latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan
kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau
yang mirip.

3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau
peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi

persepsi Kita.

28 Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi, Jilid 1, Alih Bahasa oleh Hadyana
Pujaatmaka dan Benyamin Molan, Penyunting Tanty Tarigan, Edisi Kedelapan (Jakarta : 2001,
PT. Prehallindo), hal. 89
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2. Partai Politik

a.

Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut
serta atau berpatisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini
partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita.?

Menurut Carl. J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada
anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil
(A political, party is a group of human beings, stably organized with
the objective of securing or maintaining for its leaders the control of
a government, with the further objective of giving to members of the
party, through such control ideal and material benefits and
advantages).®
Fungsi Partai Politik
Fungsi partai politik berbeda satu sama lain, khususnya bila
dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang lebih luas lagi
seperti sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Namun demikian, secara umum fungsi utama partai politik,

2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2008), hal. 397

%9 1bid, Hal. 404
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dimanapun adanya adalah sama yakni sebagai salah satu pilar utama

demokrasi. Berikut ini akan diuraikan tentang fungsi partai politik:

1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam
pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi
seseorang atau satu kelompok akan hilang tak berbekas seperti
suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung
dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini
dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation).
Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan
dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini
dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation).
Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi
partai politik. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi
usul kebijakan.

Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau
platform partai (goal formulation) untuk diperjuangkan atau
disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar
dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan
dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah
melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi
memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan

kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus
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informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari
bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran
sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang
diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena
di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada
semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus
tangap terhadap tuntutan masyarakat.
. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi
politik (instrument of political sosialization). Di dalam ilmu
politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana
seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena
politik
. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi
kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun
kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan
internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas,
karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi
partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk
mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang
baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri

dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk
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ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti

itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau

memperbanyak keanggotaan. Maka iapun berusaha menarik
sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya.
4. Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Mangement)

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat

menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga

Negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan

konsolidasi dan artikulasi tuntuan-tuntutan yang beragam yang

berkembang di berbagai kelompok masyarakat.*

Sedangkan fungsi partai politik yang dirumuskan oleh Ramlan
Surbakti yaitu: Pertama, Sosialisasi politik. Sosialisasi politik ialah
proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota
masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat
mengetahuinya arti  pentingnya politik  beserta  instumen-
instumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya
politik politik dalam bentuk perilaku politik yang tidak destruktif,
mengutamakan konsensus disbanding menggunakan kekerasan
dalam menyelesaikan konflik, mempunyai pertimbangan yang
rasional dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan yang
kemudian perilaku seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan

demokrasi (kedewasaan demokrasi). Kedua, Rekrutmen politik.

*! Budiardjo, Op.Cit., hal. 405
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Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan
sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan
pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada
proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu
yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan
baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Dalam alam
demokrasi walaupun individu disini diberikan kesempatan sama
untuk mencapai derajat tertentu, untuk mendapatkan suatu hal tetapi
ada aturan bagaimana cara individu tersebut mencapai hal tersebut
melalui undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan adanya
partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk
mendapatkan keinginya di bidang politik, dalam artian walaupun
tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan
lebih sulit. Ketiga, Partisipasi politik. Partai politik dengan fungsi
komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada
pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik.
Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan
kesadaran masyarakat terkait nasibnya di masa yang akan datang.
Nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut akan sangat
bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik
itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, presiden, gubernur

atau walikota dan bupati, apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat
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atau dewan perwakilan daerah. Dari pihak-pihak tersebutlah
kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai
(ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan
diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah
kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan
dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan
pemimpinan pemerintah. Keempat, Pemandu kepentingan. Dalam
masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan
acap kali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan
keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan
barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu; antara kehendak
untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih,
tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan kehendak untuk
mendapat dan mempertahankan pekerjaan, antara kehendak untuk
mendapatkan dan mempertahankan pendidikan tinggi yang bermutu
tinggi, tetapi dengan kegiatan menampung, menganalisis dan
memadukan berbagai  kepentingan yang berbeda bahkan
bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian
diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan
politik. ltulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.
Kelima, Komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses
penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada

masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi
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merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi
modern, karena organisasi (Pemerintah) tersebut akan dapat
mempertahan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi
kebutuhan dari masyarakatnya. Banyak rezim di dunia ini yang tidak
dapat mempertahankan kekekuasaannya yang dikarenakan mereka
tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga
dari situ muncul ketidak puasan masyarakat kepada penguasanya
yang kemudian berujung pada proses penggantian penguasa baik itu
dengan cara yang diatur secara konstitusi ataupun dengan kudeta.
Disisi lain informasi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk
mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya,
dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki.
Partai politik ini berada diantara pemerintah dan masyarakat,
sehingga sangat strategis posisinya dalam hubungan ini. Dalam
hubunga ini tentunya akan sangat tergantung di pihak mana partai
politik berada, apakah di pihak pemerintah ataukah oposisi, tentunya
hal ini akan mempengaruhi isi dari pemberian informasi yang
diberikan kepada masyarakat terkait dengan sudut pandang atau
nilai-nilai yang diperjuangkan. Keenam, Pengendalian konflik.
Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan,
konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang
berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari

orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam
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masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya,
dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu
golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya
akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal
ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan
begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak bisa
dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana
memanajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak
merusak hubunga antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan.
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk
mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak
yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan
kepentingan  pihak-pihak  yang berkonflik dan membawa
permasalahan kedalam musyarawarah badan perwakilan rakyat
untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Ketujuh,
Kontrol politik. Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan
kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan
atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh
pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan,
kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut

kepentingan masyarakat secara umum.
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B. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan
pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori
tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu; Mazhab
Colombia dan Mazhab Michigan.** Mazhab Colombia menekankan pada
faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan
pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan
kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang
teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh
norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis
seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap
mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku
memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik
merupakan suatu produk dari Kkarakteristik sosial individu yang
bersangkutan.*®
Perilaku pemilih juga dapat dianalisis menggunakan tiga pendekatan yaitu:
1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa kharakteristik
sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh
yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan pemilih. Pendekatan

sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa determinan pemilih dalam

% Fadillah Putra, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: 2003,
Pustaka Pelajar), hal. 201

¥ Affan Gaffar, Javanese Voters, (Yogyakarta: 1992, Gajah Mada University Press), hal.
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respon politiknya adalah status sosio-ekonomi, afiliasi religious. Dengan
kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi
etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen
pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda),
jenis kelamin (laki-perempuan) agama dan semacamnya dianggap
mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk
pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang
dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi,
dan sebagainya, maupun kelompok-kelompok informal seperti keluarga,
pertemuan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan
sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang,
karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan yang sangat

besar dalam menentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai
determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan
kharakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap
seseorang merupakan refleksi dari keperibadian seseorang yang menjadi
variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik
seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga
aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu
partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap
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suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang
tersebut; kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri artinya
seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu
untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang dijadikan panutan; ketiga,
sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap
seseorang itu merupakan upaya utuk mengatasi konflik batin dan tekanan
psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan
identifikasi.

Kedua pendekatan tersebut diatas melihat bahwa perilaku pemilih
bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada
dibilik suara, tapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum
kampanye dimulai. Oleh karena itu tidak cukup menjelaskan perilaku
politik dengan hanya menggunakan kedua pendekatan tersebut, tetapi
juga dibutuhkan pendekatan rasional.

3. Pendekatan Rasional

Melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan
penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya
para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan rasional.*

Untuk mengetahui jenis pemilih berikut ini juga akan dijelaskan tentang

jenis-jenis pemilih.®

3 Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955 — 2004.,Pustaka Eureka.,2006,
Hal 137 — 144
* Ibid., Hal. 144-149
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1. Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik
atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat
program Kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa
lampau, dan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai
politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang
terjadi. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu
mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau
seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah
apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau
seorang kontestan pemilu.

2. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu
pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan
untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka
akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan
yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi
sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja
yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu baru kemudian
mencoba memahami nila-nilai dan faham yang melatarbelakangi
pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang
Kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideologi

partai dengan kebijakan yang akan dibuat.
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3. Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi
dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang
kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan
keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan
sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran
untuk memilih sebuah partai poltik atau kontestan pemilu. Kebijakan
seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan,
pendidikan dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih
jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih
jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap
apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai
politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

4. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup
tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih
ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang
penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya
mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka
berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam
pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang

dapat terjadi bagi kondisi daerah atau negara ini.
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Dari penjelasan diatas penulis memilih  menggunakan
pendekatan Sosiologis yang didasarkan pada ikatan sosial pemilih
dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami
oleh agen pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti
umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan) agama dan
semacamnya.

C. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya
bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu
(dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Untuk
memberikan analogi dalam merealisaskan teorinya Coleman menggunakan
dua unsur utama, yakni aktor dan sumberdaya adalah sesuatu yang menarik
perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.

Friedman dan Hechter (1988) Teori pilihan rasional memusatkan
perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai
tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan
tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktorpun
dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional
tak menghiarukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber
pilihan aktor. Yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan
untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Interpretasi teori pilihan rasional dalam penelitian ini adalah bahwa

tindakan pemilih baik secara individu maupun berkelompok dalam
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melakukan sebuah tindakan untuk berpartisipasi ataupun menggunakan hak
pilih dalam pemilu mengarah pada sebuah tujuan yang sudah tentu didasarkan
oleh nilai ataupun sebuah pilihan.*
D. Hipotesis
Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang
kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoretis yang
diperoleh dari tinjauan pustaka.*” Jenis hipotesis dibedakan menjadi dua,
yaitu:

1. HO (H nol), yaitu hipotesis yang menyatakan ketiadaan hubungan antar
variabel yang sedang dioperasionalkan.

2. H1 (H satu) atau disebut hipotesis kerja (Hk) dan Hipotesis alternatif
(Ha), yaitu hipotesis yang menyatakan keberadaan hubungan diantara
variabel yang sedang dioperasionalkan.

Dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka diperoleh hipotesis yaitu:
HO : Tidak ada pengaruh yang positif antara persepsi masyarakat pada
partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di
Kecamatan bancar kabupaten Tuban.

H1 : Ada pengaruh yang positif persepsi masyarakat pada partai politik
terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di Kecamatan

bancar kabupaten Tuban.

% Randi R dan Riant Nugroho, Manajemen Pemberdayaan (Jakarta: 2007, Elek Media
Komputindo) hal. 103-104

" Nanang Martono, Metode Penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data
Sekunder, (Jakarta: 2010, Raja Grafindo Persada) hal. 57



